




A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, maka untuk 
menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan 
hukum.1.Sebagai negara hukum yang memiliki ciri – ciri sebagai negara modern 
yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat, Pemilihan Umum 
merupakan salah satu intrument yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam 
mewujudkan pilar – pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaaan dan 
ketatanegaraan.  
Disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “ Setiap orang bebas 
untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” Hal lebih tegas disebutkan 
didalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU tersebut, bahwa “ Setiap warga negara 
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan 
hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.  
 





Pemilihan umum sebagai wujud nyata pesta demokrasi bertujuan untuk 
mewujudkan negara demokrasi, haruslah dapat dilaksanakan dengan baik seperti 
esensi pemilihan umum yang di amanatkan Pasal 22 E ayat (1)  Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” hal 
tersebut memiliki tujuan agar pemilihan umum terlaksana dengan profesional dan 
memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
Pemilihan umum tahun 2019 berbeda dengan perhelatan pemilihan umum pada 
periode sebelumnya,  yaitu tahun 2009 dan 2014. Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mekanisme pemungutan sura 
pemilihan umum dilakukan secara serentak, atau dalam satu waktu. Istilah ‘ 
Serentak ’ ini merujuk pada mekanisme, “dimana nantinya masyarakat yang dalam 
pemilu disebut sebagai pemilih, melakukan pemilihan pasangan calon presiden 
dan wakil presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota 
Kabupaten/Kota, dan Anggota DPD dalam waktu bersamaan.”2 
Pemilu di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak 
perkembangan dari aspek kerangka hukum, penyelenggra, tahapan, kelembagaan, 
peserta, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pelanggaran dan manajemen 
pelaksanannya. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan 
 
2 CNNIndonesia.com, Selasa 16 April 2019 , 07:53 WIB: Mengenal Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2019 
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pesta demokrasi tersebut dalam perjalanannya masih terjadi kekurangan – 
kekurangan, baik adanya pelanggaran yang bersifat administratif maupun 
pelanggaran yang berupa tindak pidana, beberapa hal yang berkaitan dengan 
tindak pidana pemilu yang kerap menjadi sorotan adalah maraknya politik uang 
dalam setiap pemilihan pimpinan di negeri ini, selain politik uang, kampanye di 
luar jadwal juga merupakan salah satu problem yang sering terjadi di dalam 
pemilihan umum. 
Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami 
banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan 
dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. “Hal tersebut tidak terlepas dari 
tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak 
ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta 
demokratis yaitu pemilihan umum.”3 Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum 
atau BAWASLU menyebutkan bahwa terdapat 548 temuan 4yang berkaitan 
dengan pelanggaran pidana pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia, hal 
tersebut membuktikan bahwa masih terdapatnya kompleksitas dalam penegakan 
hukum tindak pidana pemilu. Berkaitan dengan masih banyaknya tindak pidana 
 
3 Nuria Mentari Idris, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum 
Legislatif 2019 Di Kota Makassar, 2015, Makassar : Universitas Hassanuddin, Hal 4 
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pemilihan umum yang terjadi di masyarakat, tentunya terdapat beberapa penyebab 
yang melatar belakangi hal tersebut. 
Dalam rangka penegakan demokrasi, melalui Undang–undang No 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemerintah memperkuat aturan yang berkaitan 
dengan sanksi pidana untuk pelaku pemilihan umum 2019. Dari undang – undang 
tersebut pula disebutkan dalam Pasal 486 ada 3 lembaga yang memiliki kewajiban 
sebagai tim penanganan tindak pidana Pemilu, yaitu Bawaslu, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini 
ketiga institusi tersebut biasa disebut sebagai Gakkumdu. 
Demi melaksanakan pemilihan umum yang bermartabat, berkualitas serta 
sesuai dengan amanat konstitusi, penegakkan hukum pada tindak pidana pemilu 
merupakan sebuah langkah yang harus ditegakkan secara mutlak dan tidak dapat 
ditawar dengan apapun. Seperti halnya pada pemilihan umum seringkali 
diketemukan sejumlah tindak pidana baik yang berskala nasional maupun lokal 
seperti yang terjadi di Kota Pekalongan yang membuat proses demokrasi sedikit 
terciderai.  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk 
megkaji, meneliti, serta menulis skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum 
Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum 2019 di 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang ditulis diatas, untuk mempermudah 
pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan di teliti, maka rumusan 
masalah dari skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana  Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 
di Kota Pekalongan? 
2. Bagaimana Peran Sentra Gakkumdu ( Sentra Penegakan Hukum Terpadu ) 
dalam Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 di 
Kota Pekalongan? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di Kota Pekalongan. 
2. Untuk Mengetahui Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak pidana Pemilu 
tahun 2019 di Kota Pekalongan. 
3. Untuk Mengetahui peran Sentra Gakkumdu ( Sentra Penegakan Hukum 
Terpadu ) dalam upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu 2019 
di Kota Pekalongan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi 





b. Penulis berharap Penelitian ini dapat menjadi bahan refresensi mengenai 
tinda k pidana pemilu bagi mahasiswa Fakultas Hukum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan pemahaman 
tentang aturan hukum tindak pidana pemilihan umum. 
b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi masukan sekaligus 
kritikan bagi instansi terkait, khusunya Sentra Gakkumdu sebagai lembaga 
penegak hukum di dalam Pemilihan Umum. 
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Perundangan tersebut tidak hanya mengatur tentang proses-proses pemilihan 
umum saja tetapi mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu 
yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil. “Undang–Undang 
tersebut lahir sebagai penjamin dari pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, 
diperlukan pula perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti 
pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, 
penipuan, dan praktik, praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian 
hasil pemilihan umum.”5 
Sebagai negara demokrasi kemurnian hasil pemilu sangatlah penting, oleh 
karena hal itulah para pembuat Undang–undang telah menjadikan sejumlah 
perbuatan dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana atau melaku. Tindak Pidana 
pemilihan umum atau tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari 
hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, 
sudah seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu harus di 
tegakkan, agar menjaga kemurnian didalam hasil pemilihan umum itu sendiri. 
Sudarto memberikan pengertian penegakan hukum ialah “perhatian dan 
penggarapan, baik perbuatan – perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-
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sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang akan 
terjadi (onrecht in potentie).”6   
Pasal 486 ayat (1) Undang–Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum menjelaskan “ untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak 
pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu “ Sejalan dengan sifatnya yang 
khusus, penegakan hukum tindak pidana pemilu menempuh jalan penyelesaian yang 
khusus pula. Dalam penyelesaiannya, berbagai kasus tindak pidana pemilu masuk 
ke dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) hingga ke pengadilan setelah sebelumnya 
di proses melalui BAWASLU serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( SENTRA 
GAKKUMDU ).  
Tindak pidana pemilu dalam penyelesaiannya dilaksanakan melalui 
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, di tingkat pertama oleh pengadilan 
negeri, di tingkat banding pada upaya terakhir. Bawaslu, kepolisan, kejaksaan dan 
pengadilam merupakan lembaga penegak hukum dalam penyelesaian tindak 
pidana pemilu. “Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan 
penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari 
badan pengawas pemilihan umum dan menyampaikan berkas perkara kepada 
penuntut umum sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas 
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dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang 
disampaikan oleh penyidik/polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan.”7 
F. Metode Penelitian 
“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab  isu 
hukum yang dihadapi.”8 Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang 
maksimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode yang akan 
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu, “metode pendekatan yang 
digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari 
lapangan.”9 Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder 
yaitu peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemilu pada khusunya. 
Empiris adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data 
tentang hubungan realita yang terjadi dari pengaruh hukum masyarakat dengan 
 
7 Opcit, hal 74 
8 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hal  35 





menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada aparat penegak 
hukum Tindak Pidana Pemilu dalam hal ini SENTRA GAKKUMDU. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitan deskriptif. Metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 
masa sekarang. “Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, 
atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta yang 
diselidiki.”10 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk membantu penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekalongan, 
Kepolisian Republik Indonesia Resor Pekalongan Kota, Kejaksaan Negeri Kota 
Pekalongan, dan Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, dengan pertimbangan 
penulis menginventarisasi data yang berkaitan dengan data yang berupa 
Laporan / Temuan terkait pidana pemilu di Kota Pekalongan dan putusan 
pengadilan negeri yang berkaitan dengan pidana pemilu di Kota pengadilan. 
 
 






4. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang berkaitan secara langsung dengan 
permasalahan yang diteliti, yang didapatkan dari keterangan – keterangan 
yang di dapat secara langsung di lokasi penelitian yang diperoleh dari 
wawancara ( interview ) terhadap narasumber yang dianggap mengetahui 
segala informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer 
diperoleh langsung dari aparat penegak hukum Tindak Pidana Pemilu yaitu 
SENTRA GAKKUMDU 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu sumber – sumber yang secara tidak langsung 
memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer 
melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah : 
1) Bahan Hukum Primer 
a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) 
b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 
c) Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
d) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2013 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu. 





Bahan – bahan hukum yang mendukung penjelesan terhadap bahan 
hukum primer berupa literatur – literatur, jurnal, dan makalah – makalah 
yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum yang menunjang bahan – bahan sekunder seperti kamus 
bahasa dan kamus hukum. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Studi Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan studi 
penelaahan melakukan penelusuran dan menalaah bahan pustaka,  Buku - 
buku, Literatur – literatur, catatan – catatan,  hasil penelitian, majalah ilmiah, 
jurnal ilmiah, laporan – laporan yang ada kaitannya dengan Tindak pidana 
pemilihan umum. 
b. Penelitian Lapangan 
Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan penelitian dengan 
cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data 





Responden dalam penelitian ini adalah Komisioner Bawaslu Kota 
Pekalongan, Penyidik Polisi Resor Kota Pekalongan, Jaksa Penuntut umum 
Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dan Masyarakat Kota Pekalongan 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif, “analisis kualitatif yaitu suatu 
pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 
kepustakaan dan lapangan.”11  Metode tersebut bertujuan untuk memberi 
gambaran secara sistematis fakta dan karaktersitik objek dan yang diteliti 
secara tepat yang berakhir pada suatu kesimpulan. 
G. Sistematika Penulisan 
Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan 
gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan 
disusun dalam format empat  bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini 
sebagai berikut : 
Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian 
dan Sistematika Penulisan 
 





Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan 
tentang tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, pemilu, tindak pidana 
pemilih an umum, Tinjauan umum perbuatan yamg digolongkan dalam tindak 
pidana pemilu dalam Undang – Undang No 7 Tahun 2017, tinjauan umum mengenai 
Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan umum. 
Bab III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil 
penelitan dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan 
masalah sebelumnya 
Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan 
menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran dari simpulan 
tersebut. 
 
